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ABSTRAK 
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengalokasian APBD Kota Bima Tahun 

Anggaran 2012-2016. Analisis dengan menggunakan arah kebijakan pengelolaan 

keuangan daerah berdasarkan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007. Pengumpulan 

data menggunakan metode wawancara menggunakan teknik purposive.Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa komitmen pemerintah daerah dalam pengelolaan 

keuangan baik dari penerimaan maupun pengeluaran daerah masih dirasa kurang, 

terlihat dari ketergantungan pemerintah daerah pada dana perimbangan dari pusat 

serta kemandirian daerah Kota Bima yang masih sangat rendah  dan pengalokasian 

belanja daerah yang tidak efisiensi, efektif dan tidak berorientasi pada anggaran 

berbasis kinerja. Berdasarkan hasil temuan disarankan rekomendasi 

sepertipengalokasian anggaran yang menitikbertkan pada peningkatan pendapatan 

daerah yang yang bersumber dari PAD dan pengalokasian belanja yang efektif, 

efisien sehingga kedepan nya pengalokasian anggaran dapat  berhasil guna dan tepat 

sasaran yang dapat memberikan dampak pada peningkatan kesehateraan masyarakat 

serta memberikan kontribusi pada peningkatan pendapatan asli daerah. 

Kata Kunci : Pengelolan Keuangan, Pendapatan, Pengeluaran daerah, Efisien, 

Efektif 

ABSTRACT 
This is qualitative research and the approach is case study. This research is to know 

the Bima Municipality APBD’s Allocated on 2012-2016.The analysis uses the 

direction of regional financial management policies based on Permandagri No.59 

2017. The data collection was conducted by interview through using purposive 

sampling. The result shows the local government commitment in financial 

management both from local income and expenditure is still less, it can be seen from 

the dependence of the regional government on the transfer funds from central 

government is low and the allocation of regional expenditure is not efficient and 

ineffective not oriented on performance-based budget. In finding suggested for 

improvement recommendation such as allocating the budget that emphasize on 

increasing the local income from PAD and expenditure allocation that is efficient 

and effective, for the future the budget allocation can success based on the goal and 

can increase the society’s welfare and give contribution on real local income 

improvement.  

Keywords : Financial Management, Income,Expenditure,Efficient and effective 
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PENDAHULUAN 

Aspek penting dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan adalah 

sistem pengelolaan keuangan sebagai realisasi dari kebijakan anggaran, yang 

menjamin adanya semangat efisiensi dan efektifitas anggaran, transparansi dan 

akuntabilitas publik, rasa keadilan masyarakat, serta pencapaian kinerja yang 

optimal. Seiring dengan otonomi daerah, maka semangat desentralisasi, 

demoratisasi, transparansi dan akuntabilitas mewarnai proses penyelenggaraan 

pemerintahkhususnya dalam pengelolaankeuangan. Kebijakan pengelolaan 

keuangan daerah disesuaikan dengan situasi dan kondisi serta potensi daerah 

dengan berpedoman pada UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 

dan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan antara Pemerintah Pusat dan 

Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaaan 

dan Keuangan Daerah. (Halim, 2007).  

Penjabaran dan implementasi pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 

58 Tahun 2005 telah ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) 

Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang 

diperbaharui dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 dijadikan pedoman bagi 

seluruh pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan daerah. Kebijakan umum 

pengelolaan keuangan daerah yang diatur dalam peraturan perundangan tersebut 

yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD) semestinya menjadi andalan utama bagi 

pendapatan daerah sementara pendapatan dari pemerintah yang diperoleh dari 

bagian daerah atas dana perimbangan menjadi faktor penunjang dan Komposisi 
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belanja daerah didasarkan pada kebutuhan obyektif, efektif, dan efisien dengan 

tetap memperhatikan kebutuhan atau sasaran kegiatan untuk memperoleh hasil 

optimal sesuai prinsip anggaran berbasis kinerja. 

Perwujudan pemerintah untuk menilai kemampuan suatu daerah yaitu 

dengan berlakunya otonomi daerah, yang diharapkan mampu menyeimbangi 

pemerataaan dan kualitas pembangunan daerah serta dapat meningkatkan 

kesejahteraan danpelayanan kepada masyarakat, pengembangan kehidupan 

berdemokrasi, keadilan, pemerataan dan pemeliharaan hubungan yang serasi 

antara pusat dan daerah, serta antar daerah(Sidik et. al, 2002). Dengandi 

berlakunya otonomi daerah memberi kesempatan kepada pemerintah daerah untuk 

mengelola sumber daya alam yang dimiliki secara efektif dan efisien dan 

mengembangkan potensi daerah yang tujuannya untuk meningkatkan pendapatan 

daerah. (Irawan, 2016) 

Sejalan dengan diberlakukannya otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, 

Pemerintah Pusat mengeluarkan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan Pusat dan Daerah yang menjadi landasan pemberian kewenangan 

kepada daerah untuk mengelola keuangan daerah dalam rangka penyelenggaraan 

pemerintahan di daerah berdasarkan kewenangan pada masing-masing tingkatan 

pemerintahan. Dalam upaya mendorong kemandirian pengelolaan keuangan 

daerah maka arah kebijakan pengelolaan keuangan daerah dititikberatkan pada 

kemandirian pemanfaatan sumberdaya daerah secara optimal, efisien, dan efektif 

guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. 
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Hingga saat ini otonomi daerah memang sudah berjalan di tiap Kabupaten 

dan Kota di Indonesia. Realitas menunjukkan bahwa pemerintah daerah belum 

dapat sepenuhnya lepas dari pemerintah pusat di dalam mengatur rumah tangga 

daerah. Hal ini tidak hanya terlihat dalam konteks kerangka hubungan politis dan 

wewenang daerahnamun juga terlihat dalam hubungan keuangan antara pusat dan 

daerah (Simanjuntak, 2001 dalam Ndadari & Adi 2008). Tingginya tingkat 

ketergantungan belanja daerah terhadap pendanaan dana perimbangan, 

menunjukkan tingginya ketergantungan keuangan daerah terhadap pendanaan 

pemerintah pusat. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Badan Perencanaan 

Pembangunan Nasional (BAPPENAS)dan Unit Nations Development 

Programs(UNDP, 2007) mengungkapkan bahwa 80% DOB gagal, Dirjen Otda 

menyatakan dari evaluasi 57 daerah otonomi dibawah tiga tahun pada 2011-2012, 

misalnya 57% bernilai kurang. Kurun 2012-2014, dari 18 daerah otonom baru 

berusia dibawah tiga tahun, tak satupun yang bernilai baik. 

Kemendagri mencatat 90%-95%,APBD daerah otonomi baru masih 

bergantung pada dana transfer pusat. Optimalisasi pendapatan dan porsi alokasi 

belanja modal dari pemerintah daerah juga rendah. Hal ini mengindikasikan 

bahwa daerah otonomi baru menimbulkan permasalahan baru salah satunya 

terkait dengan tingkat kemandirian keuangan daerah bisa dilihat dari tingkat 

ketergantungn fiskal pada pemerintah pusat. (Kompas, 6/10/2018). 

Berdasarkan data dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah 

(BPKAD) Kota Bima selama periode 2012-2016terjadi peningkatan dana 

perimbangan pemerintah Kota Bima yang cukup besar nominal 
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penganggarannya. Pada tahun 2012, pemerintah pusat memberikan dana 

perimbangan sebesar 362.782 Milyar meningkat dari tahun ke tahun sampai pada 

tahun 2016, terlihat bahwa dana perimbangan yang diterima Kota Bima 

membengkak hingga mencapai 689.913 Milyar rupiah bila dibandingkan dengan 

PAD yang walaupun mengalami peningkatan sangat kecil dibandingkan dengan 

peningkatan pada dana perimbangan oleh pemerintah pusat kepada daerah 

sebagai dana bantuan (grant). Data tersebut menunjukan bahwa pemerintah Kota 

Bima selama kurun waktu 5 (lima) tahun mengandalkan DAU sebagai 

penyumbang pendapatan daerah terbesar dengan presentasi mencapai 72%, DAK 

sebesar 14%, DBH sebesar 6%, PAD sebesar 4% dan lain-lain pendapatan daerah 

yang sah sebesar 5%. Hal ini mengindikasikan bahwa dana transfer dari 

pemerintah pusat khususnya DAU masih sangat mendominasi pendapatan 

pemerintah Kota Bima. Sedangkan fluktuasi ratio dana perimbangan terhadap 

belanja daerah Kota Bima dengan kecenderungan pada tren naik turun, pada 

tahun 2012 sebesar 97,27% menurun sebesar 83,26%ditahun 2013 hingga pada 

tahun 2014 menurun menjadi 77,83%, dan pada tahun 2015 kembali mengalami 

penurunansebesar 78,43% tetapi pada tahun 2016 mengalamipeningkatan sebesar 

88,65%. Data tersebut mengindikasikan bahwa sebagian besar daerah memiliki 

rasio antara 88 – 97% terhadap belanja daerahnya,hal ini menunjukan bahwa 

belanja daerah di biayai oleh 88 - 97% dana perimbangan. Mengindikasikan 

bahwa daerah masih mengalami ketergantungan secara keuangan yang sangat 

tinggi pada pemerintah pusat.  
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Belanja Modal Pemerintah Kota Bima kurun waktu 2012-2016 hanya 

mencapai rata-rata 21% dari total belanja daerah, sementara realisasi belanja 

modal untuk total belanja pemerintah Kota Bima selama 2012-2016 hanya mampu 

memenuhi proporsi belanja modal rata-rata sebesar 20% dibandingkan dengan 

total belanja daerah di tahun yang sama. Merujuk pada RPJMD 2010-2014 

Pemerintah Pusat memberikan target rata rata realisasi belanja modal Pemda pada 

kisaran 26%-30% dari total belanja daerah. Sedangkan RPJMN tahun 2015-2019 

presentasi belanja modal yang dialokasikan dalam APBD sekurang-kurangnya 

30% dari total belanja daerah. Kondisi ini menunjukan bahwa kurangnya 

perhatian dari pemerintah daerah untuk mendorong pertumbuhan ekonominya, 

sebab proporsi belanja modal yang dianggarkan masih rendah (Widiasih, 2017). 

Sedangkan belanja operasional Kota Bima dalam kurun waktu 2012-2016 

mencapai angka 77% dari belanja daerah. Dimana jumlah belanja operasional 

yang tinggi di dominasi oleh besaran jumlah belanja pegawai yang mencapai 58% 

dari total belanja daerah. Hal ini tidak sesuai dengan amanat Peraturan Presiden 

Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang RPJMN tahun 2015-2019 di 

mana terget persentase Belanja pegawai Kabupaten/Kota maksimal sebesar 35% 

dari belanja daerah.  

 Uraian diatas terkait dengan realisasi belanja modal dan belanja operasi 

terhadap total belanja daerah kota bima menunjukan bahwa pengalokasian APBD 

untuk belanja modal lebih banyak terserap untuk belanja rutin yang relatif kurang 

produksi dimana tujuan pengalokasian sumber daya kedalam anggaran belanja 

modal adalah untuk meningkatkan sarana dan prasarana publik yang pada 
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akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan uraian tarkait 

perbandingan pendapatan daerah terhadap belanja daerah menunjukan bahwa 

peningkatan pendapatan daerah baik yang bersumber dari PAD maupun dana 

perimbangan diharapkan mampu meningkatkan investasi belanja modal 

pemerintah daerah sehingga kualitas pelayanan publik semakin baik tetapi yang 

terjadi adalah peningkatan PAD dan dana perimbangan tidak diikuti dengan 

kenaikan anggaran belanja yang signifikan. Hal ini di sebabkan karena pendapatan 

daerah tersebut banyak tersedot untuk membiayai belanja yang kurang produktif. 

Sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh hasyim (2011) meneliti 

tentang pengalokasian anggaran pada anggaran pendaparan dan belanja daerah. 

Hasil penelitian menunjukan bahwa Kabupaten Tegal dalam pengalokasian APBD 

Tahun Anggaran 2009-2011 masih belum menggunakan pendekatan alokatif 

efisiensi terutama dalam mengalokasikan sumber daya untuk mengembangkan 

sektor-sektor prioritas dan strategis. Hal ini ditunjukkan masih minim dan 

kurangnya pengalokasian anggaran untuk sektor-sektor prioritas yang produktif, 

dan sebaliknya justru mengalokasikan anggaran pada sektor-sektor yang tidak 

produktif. Alokasi belanja daerah pada APBD Tahun 2009-2011 sebagian besar 

dialokasikan untuk belanja pegawai, sedangkan belanja untuk pelayanan publik 

masih sangat minim. 

Realita semacam ini seharusnya dapat menjadi perhatian bagi pemerintah 

daerah agar penyusunan APBD ke depan harus memperhatikan prinsip- prinsip 

penganggaran yang sebenar-benarnya terutama prinsip alokasi efisiensi dan 

efektif serta berorientasi ke penganggaran berbasis kinerja. Uraian diatas 
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mengindikasikan bahwafungsi budgeting tersebut belum dilakukan secara optimal 

sehingga dalam pengalokasian APBD masih ada yang bertentangan dengan 

prinsip-prinsip penganggaran. Seperti hal nya penelitian yang dilakukan oleh 

Santoso (2011) menunjukan bahwa tingkat efisien pengelolaan keuangan daerah 

ngawi secara keseluruhan rata rata adalah sebesar 97,53% ini menunjukan bahwa 

tingkat efisiensi masih rendah karena hasil nya kurang dari 100% hal ini 

menunjukan bahwa pemerintah daerah masih boros dalam menggunakan anggaran 

nya.Sedangkan Penelitian yang di lakukan oleh Tamasong (2015) menunjukan 

bahwa rencana strategis, rencana kerja program dan kegiatan, pelaksanaan, 

pelaporan/pertanggungjawaban sampai dengan evaluasi kinerja, belum 

sepenuhnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan teori anggaran berbasis 

kinerja karena di sebabkan oleh skala prioritas yang tidak terumus dengan jelas 

serta indikator kinerja yang tidak jelas.  

 Pengalokasian anggaran pada APBD seharusnya bisa menerapkan prinsip 

efisiensi dan efektif anggaransesuai prinsip anggaran berbasis kinerja sehingga 

dapat menciptakan kegiatan yang tepat sasaran dan mempunyai dampak bagi 

peningkatakan kesejahteraan masyarakat serta mengalokasikan belanja yang dapat 

meningkatkan pendapatan asli daerah. Dengan demikian dapat diartikan bahwa 

dalam konteks penyelenggaraan otonomi daerah sudah  selayaknya daerah  tidak 

bergantung lagi pada dana dari pemerintah pusat tetapi lebih mengutamakan pada 

dana dari potensi daerahnya. 

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu dan fenomena yang terjadi di 

penganggaran Kota Bima peneliti perlu untuk melakukan penelitian mengenai 
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kebijakan pengelolaan anggaran pada APBD, Penelitian ini tidak hanya berfokus 

pada pengalokasian belanja seperti pada penelitian terdahulu, tetapi juga pada 

pengalokasian anggaran pada pendapatan daerah. Pemerintah Daerah Kota Bima 

dipilih untuk dijadikan sebagai daerah obyek studi kasus disebabkan karena 

penulis melihat banyak hal-hal yang harus dibenahi dalam kebijakan 

pengalokasian ABPD Kota Bima terkait dengan penerimaan daerah berupa dan 

perimbanganan dan PAD dan pengalokasian belanja. 

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui optimalisasi pengalokasian 

anggaran pada APBD Kota Bima tahun anggaran 20012-2016 dianalisis dengan 

menggunakan arah kebijakan pengelolaan keuangan daerah berdasarkan Peraturan 

Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 yang diperbaharui 

dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 terkait dengan penerimaan PAD dan 

pengalokasin belanja. Pemerintah Daerah dinilai berhasil jika mampu membiayai 

penyelenggaraan pemerintah dengan pendapatan asli daerah dengan tidak 

bergantung pada dana perimbangan. Serta pemerintah di anggap berhasil jika 

belanja daerah dilaksanakan secara efektif dan efisien dengan mengalokaskan 

belanja ke hal yang produktif yang dapat meningkatkan pendapatan asli 

daerahsehingga visi dari pemda Kota Bima sendiri yaitu “Meningkatkan PAD 

yang signifikan” 

METODE PENELITIAN 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan paradigma interpretif. Sedangkan 

obyek dalam penelitian ini adalah Pemerintah Daerah Kota Bima. Obyek ini 

dipilih karena  penulis melihat banyak hal-hal yang harus dibenahi dalam 
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kebijakan pengalokasian ABPD Kota Bima terkait dengan penerimaan daerah 

berupa dan perimbanganan dan PAD dan pengalokasian belanja. 

Penelitian ini mendeskripsikan kondisi pengelolaan keuangan daerah Kota 

Bima dari tahun 2012-2016. Data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah 

data sekunder dan data primer, data sekunder berupa ABPD Kota Bima tahun 

2012-2016. Sedangkan data primer dalam penelitian ini adalah hasil wawancara 

dengan informan yang terlibat langsung dan dianggap mampu untuk menjawab 

masalah dalam penelitian.  

Penentuan informan dilakukan dengan menggunakan teknik purposive 

sampling Informan yang di pilih adalah informan yang terlibat langsung serta 

memahami dan dapat memberikan informasi tentang topik penelitian. Adapun 

Informan ini terdiri dari Kabid penetapan dan Penagihan, Kabid Anggarandi 

BPKAD Kota Bima dan Kabid Perencanaan ekonomi di Bappeda Kota Bima.  

 Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini dengan 

menggunakan rasio kemandirian daerah, rasio efisiensi dan rasio efektivitas.  

Rasio Kemandirian daerah bertujuan untuk menggambarkan ketergantungan 

daerah terhadap sumber dana eksternal dan menggambarkan tingkat partisipasi 

masyarakat dalam pembangunan daerah. Sebagai pedoman dalam melihat pola 

hubungan dengan kemandirian daerah (dari sisi keuangan) dapat dihitung dengan 

rumus sebagai berikut: 

Pendapatan Asli Daerah  

Rasio Kemandirian  x 100%………………… (1) 

Dana Perimbangan 
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Efisiensi adalah perbandingan antara output dan input. Output merupakan 

realisasi biaya untuk memperoleh penerimaan daerah dalam hal ini adalah belanja 

dan input merupakan realisasi dari penerimaan daerah dalam hal ini adalah 

pendapatan. Untuk menganalisis tingkat efisiensi dalam pengelolaan keuangan 

dengan melihat perbandingan antara realisasi anggaran belanja dengan realisasi 

anggaran pendapatan sebagai berikut :  

   Realisasi Belanja     

Rasio Efisien   =  x 100% ………………. (2) 

Realisasi Pendapatan 

 

Efektivitas berfokus pada outcomes atau hasil. Efektivitas bisa diartikan 

sebagai hubungan antara output pusat pertangungjawaban dengan tujuan nya atau 

target. Output dalam hal ini adahah realisasi belanja sedangkan tujuan atau target 

adalah belanja, makin besar kontribusi output terhadap tujuan makin efektiflah 

satu unit tertentu. dengan demikian untuk menganalisis efektivitas pengelolaan 

keuangan dapat dilihat dari perbandingan antara realisasi belanja dengan target 

belanja sebagai berikut :  

 

       Realisasi Belanja     

Rasio Efektivitas   x 100% …………………. (3) 

  Target Belanja 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN  

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, memberi 

keleluasaan kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan fungsi utamanya 

melayani masyarakat melalui pelimpahan kewenangan yang meliputi aspek 

politik, administratif serta keuangan. Keuangan daerah terdiri dari pendapatan dan 



U’un  Ainul Yaqin, Titik Herwanti,  dan Akram. Komitmen… 

2332 
 

belanja daerah yang harus dikelola secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, 

transparan dan bertanggungjawab serta taat pada peraturan perundang-undangan 

dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Prinsip pengelolaan ini akan 

tercermin dari proses penyusunan anggaran daerah, struktur pendapatan dan 

struktur belanja daerah. 

Pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana 

perimbangan, dan lain-lain pendapatan yang sah. Dana perimbangan merupakan 

transfer pemerintah kepada daerah yang terdiri dari Dana bagi hasil (DAK), Dana 

Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) .Pengelolaan pendapatan 

daerah dilakukan dengan menggali potensi sumber pendapatan daerah melalui 

pendapatan asli daerah (PAD), dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang 

sah.  

 Realisasi pendapatan daerah Kota Bima dalam kurun 5 tahun terakhir 

selalu menunjukkan peningkatan. Pada tahun 2012, total realisasi pendapatan 

daerah adalah sebesar Rp. 382.636.974.650. Pada tahun 2013 sebesar 

459.780.855.301, tahun 2014 total realisasi pendapatan daerah Kota Bima 

meningkat menjadi Rp. 600.579.580.461, tetapi pada tahun 2015 total realiasi 

pendapatan daerah Kota Bima menurun menjadi sebesar 582.673.660.650 dan 

pada tahun 2016 kembali mengalami peningkatan menjadi Rp. 745.072.555.355. 
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Gambar 1.  

Penerimaan Pendapatan Daerah Tahun 2012-2016 
Sumber : Realisasi APBD Kota Bima 2012-2016 (Diolah) 

Komposisi Pendapatan Daerah pada APBD TA 2012-2016 secara Nasional 

dapat dibagi dalam 3 (tiga) bagian utama yaitu PAD, Dana Perimbangan dan 

Lain-lain Pendapatan yang sah. Grafik 3.1, menunjukkan dana perimbangan 

merupakan komposisi yang paling mendominasi yaitu sebesar 92% atau 2,535 

triliun dalam komposisi pendapatan daerah, sedangkan PAD hanya sebesar 4% 

atau sebesar 110,885 milyar dan Lain-lain Pendapatan yang sah sebesar 5% atau 

sebesar Rp124,825 milyar. Hal ini mengindikasikan bahwa dana transfer dari 

pemerintah pusat masih sangat mendominasi pendapatan Pemerintah Kota Bima. 

Dampak berlakunya otonomi dan desentralisasi terhadap pengelolaan 

keuangan daerah adalah semakin luasnya kewenangan pemerintah daerah 

mengelola dana masyarakat berupa APBD, untuk meningkatkan pelayanan publik, 

kesejahteran masyarakatdan memajukan perekonomian daerah. Pemerintah daerah 

dituntut untuk mengelola dana tersebut secara lebih transparan, ekonomis, 

efiesien, efektif dan akuntabel.  

 Berikut di sajikan Target dan Realisasi Belanja Daerahkurun 5 tahun 

terakhir juga selalu menunjukkan peningkatan. Pada tahun 2012, total realisasi 

20…

20…

20…

20…

20…

Pendapatan Asli Daerah Dana Perimbangan Lain-Lain Pendapatan yang Sah
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belanja daerah adalah sebesar Rp. 372.959.295.477 tahun 2013 sebesar 

533.340.838.221. Tahun 2014, total realisasi belanja daerah Kota Bima meningkat 

menjadi Rp. 600.919.236.597 dan tahun 2015 meningkat sebesar Rp. 

704.320.191.402 dan terus meningkat menjadi 788.330.723.322 pada tahun 2016. 

 

 
Gambar 2.  

Total Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung Kota Bima Tahun 

2012-2016 
Sumber : Realisasi APBD Kota Bima Tahun 2012-2016 (Diolah) 

 Penentuan besaran ideal antara belanja tidak langsung maupun belanja 

langsung pada dasarnya belum ada ketentuan yang mengatur nya tetapi setidak-

tidaknya pemerintah daerah lebih besar memanfatkan anggaran yang tersedia 

untuk memenuhi anggaran belanja yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan 

program dan kegiatan terutama yang menyangkut pelayanan publik. Jangan 

sampai anggaran yang tersedia sebagian besar terserap untuk belanja tidak 

langsung yaitu hanya untuk memenuhi kebutuhan belanja-belanja rutin (gaji dan 

tunjangan pegawai). Karena hal ini akan berdampak pada pengaloksian belanja 

yang tidak efektif. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Pankey dan Sherly 

(2015) menunjukan bahwa anggaran belanja tidak langsung dari periode 2010-

2014 tidak efisien hal ini disebabkan karena keseluruhan belanja tidak langsung 

bahkan melampau anggaran yang di rencanakan. pada Namun hal ini sulit 

2012

2013

2014

2015

2016

211,122,598,945 

327,859,695,627 

364,548,063,835

394,040,654,466 

408,607,020,852

143,696,728,429 

205,481,142,595 

236,371,212,660 

310,279,536,935 

379,723,702,470

Belanja Tidak Langsung Belanja Langsung
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diterapkan karena mengingat porsi pegawai di pemerintah daerah pada umumnya 

cukup besar.  

  Untuk mengatasi hal tersebut, selayaknya pemerintah daerah mengkaji 

kembali kebutuhan pegawai agar nantinya tidak menjadi beban dalam APBD. 

Dengan besarnya anggaran yang terserap untuk menutupi kebutuhan belanja tidak 

langsung maka dengan sendirinya anggaran belanja untuk melaksanakan program 

dan kegiatan akan berkurang konsekuensinya adalah terhambatnya pelaksanaan 

pembangunan dan pelayanan publik didaerah. Seperti penelitian yang di lakukan 

oleh Yudharta (2018) dimanaproporsi belanja lebih dominan pada belanja tidak 

langsung di bandingkan dengan belanja langsung daerah hal inimenunjukan 

bahwa belanja pemerintah masih belum mencerminkan kepentingan publik,sebab 

pengalokasian belanja tidak di alokasikan untuk belanja yang produktif yang 

dapat meningkatkan pelayanan publik.  

  Pada grafik 2 menunjukan bahwa Pemerintah Kota Bima terlihat bahwa 

selama 5 (Lima) tahun anggaran belanja langsung lebih tinggi dari pada anggaran 

belanja langsung tidak dipungkiri belanja langsung tersebut di dominasi oleh 

belanja pegawai. sementara untuk belanja tidak langsung nya pada tahun 2016 

hampir menyeimbangi belanja langsung disebabkan karena menanggung jenis 

belanja lainnya yang termasuk dalam kelompok belanja tidak langsung seperti 

belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bantuan keuangan dan belanja tidak 

terduga. Berikut disajikan Grafik 3 mengenai perbandingan Realisasi Belanja 

Modal dan Belanja Operasi Kota Bima tahun 2012-2016. 
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Gambar 3. 

Perbandingan Realisasi Belanja Modal dan Belanja Operasi Kota 

Bima Tahun 2012-2016 
Sumber : Realisasi APBD Kota Bima  Tahun 2012-2016 (Diolah) 

  Jika di lihat dari komposisi belanja pada Grafik 3 menunjukan 

perkembangan belanja modal dan belanja operasi dari tahun ke tahun mengalami 

perkembangan secara nominal. Terlihat bahwakomposisi yang paling 

mendominasi yaitu belanja operasi yaitu sebesar 65% atau sebesar 1,952 triliun, 

sedangkan pengalokasian APBD untuk belanja modal sebesar 35% atau sebesar 

1.039 triliun.dimana pengalokasian belanja APBD untuk belanja modal tersebut 

lebih banyak terserap untuk belanja rutin yang relatif kurang produksi dimana 

tujuan pengalokasian sumber daya kedalam anggaran belanja modal adalah untuk 

meningkatkan sarana dan prasarana publik yang pada akhirnya meningkatkan 

pendapatan daerah. dan grafik tarkait perbandingan pendapatan daerah terhadap 

belanja daerah menunjukan bahwa peningkatan pendapatan daerah baik yang 

bersumber dari PAD maupun dana perimbangan diharapkan mampu 

meningkatkan investasi belanja modal pemerintah daerah sehingga kualitas 

pelayanan publik semakin baik tetapi yang terjadi adalah peningkatan PAD dan 

dana perimbangan tidak diikuti dengan kenaikan anggaran belanja yang 

signifikan. Hal ini di sebabkan karena pendapatan daerah tersebut banyak tersedot 

2012

2013

2014

2015

2016

Belanja Modal Belanja Operasi
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untuk membiayai belanja yang kurang produktif. hal ini mengindikasikan bahwa 

komitmen pemerintah daerah masih dirasa kurang dalam hal pengelolaan 

anggaran dan belanja daerah.  

Anggaran pendapatan dan belanja daerah diartikan sebagai komitmen 

politis kepada daerah dalam mewujudkan anggaran pro publik atau sesuai dengan 

kebutuhan dan tuntutan masyarakat. Sejalan dengan hal tersebut, guna 

mewujudkan struktur APBD yang kuat maka pemerintah daerah diharapkan 

mampu menggali sumber-sumber keuangan khususnya untuk memenuhi 

kebutuhan pembiayaan pemerintah dan pembangunan di daerahnya melalui 

pendapatan asli daerah (PAD). Dengan mengalokasian belanja he kal yang 

produktif sertapengalokasian anggaran belanja yang lebih efisiensi dan 

efektifyang dapat menciptakan kegiatanyang tepat sasaran dan mempunyai 

dampak bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat serta berdampak pada 

meningkatkan pendapatan asli daerah.Realita yang terjadi di Pemerintah Daerah 

Kota Bima Komitmen pemerintah daerah masih di rasa kurang dalam hal 

pengelolaan keuangan baik dari penerimaan maupun pengeluaran daerah, hal ini 

terlihat dari ketergantungan pemerintah daerah pada dana perimbangan dari pusat 

yang tergambar dari dari kemandirian daerah kota bima yang masih sangat rendah 

dan pengalokasian belanja daerah yang tidak Efisiensi dan efektif.  

Rasio Kemandirian daerah bertujuan untuk menggambarkan 

ketergantungan daerah terhadap sumber dana eksternal dan menggambarkan 

tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. 
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Berikut di sajikan Tabel 1 kemandirian Kota Bima dari  TA 2012 sampai 

TA 2016 selalu berkategori rendah. Hal ini terlihat dari rasio kemandirian 

keuangan Kota Bima tidak pernah lebih dari 10% sehingga di katakan belum 

mampu melaksanakan otonomi daerah secara financial.  

Tabel 1.  

Rasio Kemandirian Keuangan Kota Bima Tahun 2012-2016 
Tahun PAD Dana 

Perimbangan 

Rasio 

Kemandirian (%) 

Kriteria 

2012 10,737,704,547 362,782,787,982 2,95 Sangat Rendah 

2013 15,691,113,315 444,089,741,986 3,53 Sangat Rendah 

2014 23,665,602,709 467,723,303,692 5,05 Sangat Rendah 

2015 30,266,723,064 552,406,937,496 5,47 Sangat Rendah 

2016 30,524,799,755 698,913,856,025 4,36 Sangat Rendah 

Rata-Rata 4,27 Sangat Rendah 

Sumber: BPKAD Kota-Bima (2016, diolah) 

Berdasarkan tingkat rasio kemandirian fiskal rata-rata tingkat kemandirian 

Kota Bima selama periode TA 2012 sampai TA 2016 sebesar 4,27%, sehingga 

diklasifikassikan menurut kriteria penilaian kemandirian keuangan daerah Kota 

Bima dengan tingkat kemandirian fikal daerah sangat kurang. Hal ini menunjukan 

bahwa dari tahun 2012 sampai  dengan tahun 2016 memiliki ketergantungan 

tinggi terhadap bantuan pemerintah pusat melalui dana perimbangan, dimana 

peran pemerintah pusat lebih dominan dari pada pemerintah daerah. Rasio 

kemandirian masih rendah menunjukan pada sumber penerimaan daerah  masih 

kurang maksimal di karenakan masih relative kurang PAD yang dapat digali oleh 

pemerintah daerah. Fenomena yang terjadi di daerah Kota Bima mengindikasikan 

bahwa pemerintah Kota Bima masih sangat bergantung pada transfer Pemerintah 

Pusat. Pemerintah Kota Bima belum maksimal untuk mengoptimalkan 

pengelolaan sumber daya dan memperluas sektor-sektor yang berpotensi 

menambah PAD. 
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Seperti hal nya yang di disampaikan oleh Informan 1 berikut : “berbicara 

kemandirian kota bima  tiap tahun nya hanya berkisaran 4 %, jadi dari total 

pendapatan yang ada, PAD  itu sebagai salah satu tolak ukur kemandian 

daerah.”  

PAD dapat menjadi salah satuindikator kemandirian suatu daerah, hal ini 

dikarenakan masing-masing daerah mempunyai PAD yang berbeda-beda disetiap 

daerahnya tergantung pada potensi sumber daya alam yang ada, serta kemampuan 

untuk menggali dan mengelolahnya, jadi dengan PAD yang dimiliki semakin 

tinggi, maka hal ini dapat mempengaruhi besarnya anggaran belanja modal daerah 

untuk meningkatkan pelayaan kepada publik. Pelayanan kepada publik semakin 

baik serta infrastruktur yang lebih merata dan lebih baik sehingga dapat 

berdampak pada penigkatan PAD.  

 Lebih Lanjut Informan 2 menyatakan hal yang sama terkait dengan 

kemandirian daerah Kota Bima : “Pendapatan Asli daerah memang sangat kecil, 

dan setinggi-tinggi nya kita ngangkat potensi daerah itu ngga mampu untuk 

meningkatkan PAD, Jauh sekali memang dia kemandirian nya. Kalau dulu itu 

sudah berjalan pendapatan nya tapi ngga maksimal mulai dari penerapan aturan 

nya, untuk pemungutan nya ngga maksimal.”) 

Hal ini mengindikasikan bahwa dana transfer dari pemerintah pusat 

khususnya DAU masih sangat mendominasi pendapatan pemerintah Kota Bima. 

Sedangkan PAD hanya menyumbang 4% menunjukan bahwa rendah nya 

pendapatan asli daerah yang dapat di gali oleh pemerintah daerah. Terkait dengan 

pendapatan asli daerah, seorang pakar dari World Bank berpendapat bahwa batas 
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20% perolehan PAD merupakan batas minimum untuk menjalankan otonomi 

daerah. Sekiranya PAD kurang dari angka 20%, maka daerah tersebut akan 

kehilangan kredibilitasnya sebagai kesatuan yang mandiri. Sedangkan Kota Bima 

perolehan PAD hanya mencapai 4% tiap tahun nya hal ini menunjukan bahwa 

daerah Kota Bima masih sangat jauh dari kemandirian.  

Penjabaran dan implementasi pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 58 

Tahun 2005 telah ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) 

Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang 

diperbaharui dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 dijadikan pedoman bagi 

seluruh pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan daerah. Salah satu 

kebijakan umum pengelolaan keuangan daerah yang diatur dalam peraturan 

perundangan tersebut yaituterkait dengan komposisi belanja daerah didasarkan 

pada kebutuhan obyektif, efektif, dan efisien dengan tetap memperhatikan 

kebutuhan atau sasaran kegiatan untuk memperoleh hasil yang optimal sesuai 

prinsip anggaran berbasis kinerja.  

Menurut Mahmudi (2007) efisiensi merupakan perbandingan antara output 

dengan input, output merupakan realisasi belanja untuk memperoleh penerimaan 

daerah dan input merupakan realisasi dari penerimaan daerah dalam hal ini adalah 

pendapatan.Rasio efisiensi adalah rasio yang menggambarkan perbandingan 

antara output dan input atau realisasi pengeluaran dengan realisasi penerimaan 

daerah, semaki kecil rasio ini maka semakin efisien begitu juga dengan 

sebaliknya, dengan mengasumsikan bahwa pengeluaran yang dibelanjakan 

sesuaidengan yangdi peruntukkannya dan memenuhi dari apa yang sudah di 
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rencanakan. Pada sektor publik pelayanan masyarakat adalah suatu kegiatan yang 

dilaksanakan dengan baik dengan mengorbankan seminimal mungkin. suatu 

kegiatan di katakan efisien jika pelaksanaan pekerjaan tersebut telah mencapai 

hasil dengan biaya yang terendah atau dengan biaya minimal diperoleh hasil yang 

di inginkan. Untuk menganalisis efisiensi dalam pengelolaan keuangan adalah 

dengan membandingkan antara realisasi belanja dengan realisasi pendapatan. 

Berikut disajikan efisiensi pengelolaan Keuangan daerah Kota Bima Taaun 

2012-2016 : 

Tabel 2. 

 Tingkat Efisiensi Pengelolaan Keuangan Daerah di Pemerintahan Kota 

Bima Tahun 2012-2016 
Tahun Realisasi Belanja Realisasi Pendapatan % Kriteria 

2012 372.959.295.477 382.636.974.650 97,47 Kurang Efisien 

2013 533.340.838.221 459.780.855.301 116,00 Tidak Efisien 

2014 600.919.276.495 600.579.580.461 100,88 Tidak Efisien 

2015 704.320.191.402 582.673.660.650 120,88 Tidak Efisien 

2016 788.330.723.322 745.072.555.355 105, 81 Tidak Efisien 

Rata-Rata 108,14 Tidak Efisien 

Sumber : BPKAD Kota-Bima (2016, diolah) 

Tabel diatas menunjukan bahwa pada tahun 2012 tingkat efisienpengelolaan 

keuangan tahun 2012 adalah 97,22%. Hal ini menunjukan bahwa pada tahun 2012 

pengelolaan keuangan Kota Bima Kurang efisien. Sedangkan dari tahun 2013-

2016 tingkat efisiensi mencapai 100% menunjukan bahwa pengelolan keuangan 

daerah semakin tidak efisien bila di bandingkan dengan tahun 2012. Jika di Rata-

ratakan tingkat efisienKota Bima selama periode TA 2012 sampai TA 2016 

sebesar 108.14%, mengindikasikan bahwa pengelolaan keuangan daerah Kota 

Bima tidak efisien.  
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 Senada dengan di disampaikan oleh Informan 2 berikut ini : “Jadi 

kebutuhan untuk belanja rutin aparatur di Kota Bima itu begitu tinggi, jadi untuk 

bayar gaji pegawai dan sebagai nya, yg kedua terjadi ke tidak efisiensi belanja 

oleh pemerintah daerah, jadi efisiensi maksud nya belanja yang hanya butuh 100 

jadi 150, jadi pemda tidak membelanjakan secara tidak  efisien uang yang ada”.  

 Selain ketidakefisien belanja daerah, pengalokasian belanja modaltidak 

dialokasikan ke belanja yang produktif baik peningkatakn kesejahteraan 

masyarakat mapun peningkatan pendapatan asli daerah. Seperti yang di 

sampaikan oleh informan berikut ini : “Belanja belanja yang dilakukan oleh 

pemerintah itu banyak yang tidak efektif, tidak efektif untuk memberikan 

pelayanan kepada masyarakat dan juga tidak efektif untuk mendorong agar PAD 

itu naik, naah arti nya gini tidak selamanyaa belanja modal itu akan berjalan 

seiring meningkatnyaa PAD, belum tentuu.... karna banyak dari belanja belanja 

modal itu lebih pada proyek yang memang tidak mendatangkan PAD”. 

Dari hasil yang di sampaikan oleh Informan dapat simpulkan bahwa 

Alokasi DAU kebanyakan di gunakan belanja operasi dan hal ini sinkron dengan 

data Kota Bima yang menunjukan bahwa dalam kurun waktu 5 tahun terakhir 

belanja operasi mencapai angka rata-rata 77% dari belanja daerah. Dimana 

jumlah belanja operasional yang tinggi di dominasi oleh besaran jumlah belanja 

pegawai yang mencapai 58% dari total belanja daerah.dan yang kedua faktor 

yang menyebabkan belanja itu tidak efisienyaitu tinggi nya proporsi belanja 

pegawai di tingkat daerahdengan adanya berbagai kebijakan pemerintah daerah 

itu sendiri misalkan pengangkatan honor daerah yang terus menerus tanpa 
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memperhatikan keterbatasan anggaran menyebabkan belanja menjadi tidak 

efisien. Selain tidak efisien belanja Kota Bima tidak efektif. 

Efektivitas dalam pengertian umum menunjukan bahwa taraf tercapainya 

hasil.  Dalam bahasa sederhana hal tersebut dapat dijelaskan bahwa efektivitas 

dari pemerintah daerah adalah bila tujuan pemerintah daerah tersebut dapat 

dicapai sesuai dengan kebutuhan yang direncanakan. Menurut Permendagri 

Nomor 13 Tahun 2006 pasal 4 ayat 4 efektif adalah pencapaian hasil program 

dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran 

dengan hasil.  Efektifitas berfokus pada outcome atau hasil, program atau kegiatan 

dikatakan efektif apabila output yang dilaksanakan bisa memenuhi target yang 

diharapkan (Mahmudi, 2007)  

Pengertian Efektivitas berhubungan dengan derajat keberhasilan suatu 

operasi pada sektor publik sehingga suatu kegiatan dikatakan efektif jika kegiatan 

tersebut mempunyai pengaruh besar terhadap kemampuan menyediakan 

pelayanan masyarakat  yang merupakan sasaran yang telah di tetapkan sebelum 

nya.  

Untuk menganalisis efektivitas pengelolaan keuangan dapat di lihat dari 

perbandingan antara realisasi belanja dengan target belanja.  

 Berikut disajikkan Tabel 3 efektivitas pengelolaan Keuangan daerah Kota 

Bima Dapat dilihat Pada Tabel Berikut ini : 

Tabel 3.  

Tingkat efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah di Pemerintahan Kota 

Bima Tahun 2012-2016 
Tahun Realisasi Belanja Target Belanja % Kriteria 

2012 372.959.295.477 572.008.452.552 65,20 Kurang Efektif 

2013 533.340.838.221 572.008.452.552 93,24 Efektif 
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2014 600.919.276.495 642.491.654.111 93,53 Efektif 

2015 704.320.191.402 754.815.387.102 93,31 Efektif 

2016 788.330.723.322 808.503.574.275 97,50 Efektif 

Rata-Rata 88,55 Cukup Efektif 

Sumber: BPKAD Kota-Bima (2016, diolah) 

Pada tahun 2012 tingkat efektivitas pengelolaan keuangan tahun 2012 

adalah 56,20%. Sedangkan dari tahun 2013-2016 tingkat efektifitas 

mencapai93%-97%hal ini menunjukan bahwa efektifitas pengelolaan keuangan 

mengalami peningkatan jika di bandingkan dengan tahun 2012. Tahun 2013 

efektifitas pengelolaan keuangan daerah sebesar 93,24 hingga pada tahun 2016 

mencapai 97,50%. Jika di Rata-ratakan tingkat efektifitas Kota Bima selama 

periode TA 2012 sampai TA 2016 sebesar 88,55%, hal ini menunjukan bahwa 

pengelolaan keuangan daerah Kota Bima cukupefektif.  

Kegiatan operasional dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai 

tujuan dan sasaran akhir kebijakan (spending wisely)dapat menghasilkan 

perbaikan pelayanan kesejahteraan yang maksimal guna kepentingan masyarakan 

sehingga pada akhir kesejahteraan masyarakat meningkat. Jika merujuk pada tabel 

3 menunjukan bahwa bahwa pengelolaan keuangan daerah Kota Bima cukup 

efektif. Tapi pada kenyataan pelayanan kesejahteraan belum sepenunhnya 

dirasakan. Karena outcome belum bisa diukur yaitu dampak dari penyelenggaraan 

kegiatan pemerintah tersebut pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. seperti 

yang di sampaikan oleh Informan 3 berikut : “Untuk di bima belanja itu belum 

berorentasi ke kinerja,outcome kita untuk apa sih ini? yang penting duit abis, 

konsep nya masih di penyerapan anggaran aja, tapi uang ini benar-benar 

berdaya guna atau berhasil guna nya tidak di perhatikan.  
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Pernyataan informan di atas menunjukan bahwa alokasi belanja daerah 

belum mendatangkan hasil dan manfaat yang maksimal, baik peningkatan 

kesejahteraan masyarakat maupun peningkatan pendapatan asli daerah. Sebagai 

contoh pengalokasian untuk air minum di pemerintahan Kota Bima yang dirasa 

masih belum memberikan dampak yang nyata bagi peningkatan pelayanan air 

minum di Kota Bima. Selain itu masalahan yang terjadi dalam pengalokasian 

belanja pada Bidang Air Minum adalah sistem pelaporan yang juga belum dapat 

memperlihatkan jumlah penerima manfaat dari sarana air minum terbangun 

sehingga belum dapat diukur kontribusinya terhadap peningkatan akses air 

minum. 

 Berikut di sajikan data mengenat target DAK air minum untuk Dinas PU 

Kota Bima Tahun 2012-2015 

Tabel 3.  

Anggaran Belanja Air Minum PU Kota Bima  Tahun 2012-2015 
Tahun Target Realisasi 

2012 823.740.000 100% 

2013 1.010.260.000 100% 

2014 1.089.130.000 100% 

2015 1.653.410.000 100% 

Sumber : PU Kota Bima. Data di olah : 2016 

Anggaran untuk Dana Alokasi Khusus untuk penyediaan air minum Kota 

Bima selama periode 4 tahun terakhir selama tahun 2012-2015 selalu mengalami 

peningkatan tiap tahun nya, anggaran belanja untuk tahun 2012 sebesar 

823.740.000, terus mengalami peningkatan sehingga tahun 2015 anggaran belanja 

air minum Kota Bima mencapai 1.653.410.000. begitu juga dengan  realisasi nya 

dimana realisasi dari tahun 2012-2015 mencapai 100% menunjukana bahwa 

pembangunan fisik nya sudah di laksanakan dengan baik dan sudah sesuai dengan 
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target RPJMN tahun 2015-2019 bahwa untuk cakupan pelayanan air minum yang 

harus di penuhi yaitu 100%. Permasalahanya adalah apakah dengan peningkatan 

anggaran belanja air minum dari tahun ke tahun atau dengan realiasi fisik 

mencapai 100% dapat memberikan kontribusinya terhadap peningkatan akses air 

minum untuk masyarakat dan berapa masyarakat yang terlayani dengan adanya 

penyediaan air minum.  

 Seperti yang disampaikan oleh informan 3 sebagai berikut :  “untuk data 

berapa masyarakat yang terlayani dengan adanya penyediaan air minumini, itu 

mnaa data nya ngga kelacak, soalnya habis bangun ngga  ada kontrol nya lagi”.  

 Hal yang sama juga telah dijabarkan oleh informan 2: “Evaluasi ke pusat 

itu adalah laporan nya tercapai pembangunan fisik nya tapi tidak mengevaluasi 

outcome nya. outcome ya kalau output nya dia sudah membangun bor pipa 

melayani sekian SR (sambungan rumah) setiap KK tapi outcome nya 45 KK itu 

terlayani air bersih itu yang perlu di uji bener ngga menerima air bersih ketika 

fisik itu sudah 100% . itu yang tidak pernah di uji. Makanya kenapa fungsi 

pengendalian dari kita masih lemah”. 

 

Dari penjelasan informan diatas dapat disimpulkan bahwa permasalahan 

pada sistem pelaporan yang belum dapat memperlihatkan jumlah penerima 

manfaat dari sarana air minum, selain itu pemerintah hanya sekedar membangun 

sistem perpipaan untuk penyediaan air minum tanpa melakukan monitoring dan 

evaluasi pelaksanaan program yang sudah di bangun dan bagaimana dampak nya 
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terhadap pelayanan pada masyarakat? apakah masyarakat merasa terlayani dengan 

ada nya kegiatan ini? itu yang tidak dipahami oleh Pemerintah Kota Bima.  

Implikasi  dari  hasil  penelitian  mencakup    tiga  hal,  yaitu    implikasi  

teoritis, implikasi  praktis dan implikasi kebijakan. Implikasi teoritis. Implikasi 

berkaitan dengan Teori Implementasi Kebijakan yang menjelaskan bahwa 

penerapan kebijakan oleh mekanisme administrasi pemerintah untuk 

menyelesaikan masalah publik. Agar masalah publik dapat terselesaikan, maka 

sangat ditentukan kesuksesan dari implementasi kebijakan tersebut. lebih lanjut 

teori Edward lll (1980 dalam Agustino, 2016:136)mengemukakan bahwa faktor-

faktor seperti komunikasi, sumber daya, struktur birokrasi dan sikap pelaksana 

dapat mempengaruhi implementasi suatu kebijakan.Dengan demikian berhasil 

atau tidaknya implementasi kebijakan di pengaruhi oleh ke empat faktor yang 

sudah disebutkan dia atas. Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian 

menunujukan bahwa faktor dari teori diatas menjadi hal yang penting  seperti 

komunikasi, sumber daya, dan sikap pelaksana. ketiga faktor tersebut bisa 

menjadi faktor pendukung atau bahkan menjadi faktor penghambat keberhasilan 

terkait dengan Peraturan daerah mengenai pencapain pajak maupun retribusi 

daerah. Bagaimana sikap pemimpin daerah maupun kepala dinas dan staf nya 

dalam meningkatkan penerimaan daerah baik dari retribusi maupun pajak, 

bagaimana upaya-upaya yang dilakukan agar target yang sudah di tetapkan baik 

pajak maupun retribusi dapat terealisasi. keberhasilan kebijakan mensyaratkan 

agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan sehingga misi daerah 

“meningkatan PAD yang signifikan” dapat diwujudkan.  
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 Implemtasi Praktis dalam penelitian ini adalah Pengalokasian APBD yang 

efektif dan efisien terutama pengalokasian anggaran belanja untuk pembangunan 

kebutuhan publik akan saran dan prasarana dalam meningkatkan pelayanan publik 

sehingga kedepan nya dapat memberikan peluang daerah untuk meningkatkan 

PAD. Pembinaan juga perlu di lakukan oleh untuk SKPD sebagai leading sector 

penerimaan daerah baik dari pajak maupun retribusi untuk terus mengupayakan 

peningkatan penerimaan pajak dan retribisi daerah. untuk legislatif yang 

diharapkan mewakili kepentingan masyarakat. bagaimana pengalokasian sumber 

daya ke dalam anggaran belanja modal untuk program kegiatan yang pro rakyat, 

dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.  

Manfaat Kebiajakan Penelitian ini dapat digunakan oleh pemerintah 

daerah pagi para stake holder dalam pengambilan kebijakan dan regulasi yang 

berkaitan dengan pendapatan daerah baik dari pajak maupun retribusi itu dan 

regulasi terkait pemanfaatan potensi-potensi daerah yang bisa meningkatkan 

pendapatan asli daerah sehingga secara efektif dengan adanya regulasi ini 

diharapkan memberikan dampak positif atau memotivasi Pemerintah Daerah 

untuk meningkatkan penerimaan daerah yang pada akhirnya nya memberikan 

kontribusi yang lebih besar bagi strukur penerimaan daerah. 

SIMPULAN 

 

Berdasarkan  hasil  dari  reduksi data yang diolah oleh peneliti menunjukkan 

bahwa bahwa komitmen pemerintah daerah dalam hal pengelolaan keuangan baik 

dari penerimaan maupun pengeluaran daerah masih dirasa kurang, hal ini terlihat 

dari ketergantungan pemerintah daerah pada dana perimbangan dari pusat yang 
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tergambar dari kemandirian daerah Kota Bima yang masih sangat rendah dan 

pengalokasian belanja daerah yang  tidak efisiensi dan efektif dan tidak 

berorientasi pada anggaran berbasis kinerja. 

Dalam Penulisan ini terdapat keterbatasanpenelitian yaitu penelitian ini 

hanya menggunakan single case studi sebagai objek penelitian yaitu di 

Pemerintah Kota Bima, untuk peneliti selanjutnya sebaik nyamelakukan 

penelitian pada duaatau lebih lokasi penelitian yang bertujuan untuk 

membandingkan tingkat efisiensi dan efektivitas dari penggunaan anggaran. 

Sedangkan bagi pemerintah daerahpengalokasian APBD sudah seharusnya 

mengarahpada kebijakan pengelolaan keuangan daerah berdasarkan Permendagri 

Nomor 59 Tahun 2007yang menitikbertkan pada peningkatan  pendapatan daerah 

yang yang bersumber dari PAD dan pengalokasian belanja yang efektif dan 

efisien. Sehingga kedepan nya pengalokasian anggaran dapat berhasil guna dan 

tepat sasaran yang dapat memberikan  dampak pada peningkatan kesehateraan 

masyarakat. serta memberikan kontribusi pada peningkatan pendapatan asli 

daerah.  
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